
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang

Mengingat

PERA TURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BAI{AT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang NOI11or 12

Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tenrang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan

bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupak an

perwuj udan dari Rencana KCljU Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang

dijabarkan kedalam kebijakan UI11UI11APBD serta prioritas dan plafon

anggaran yang telah disepakati bersarna an tara Pemerintah Daerah dengan

Pirnpinan DPRD;

1. Undang - Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dun

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara RcpubIik Indonesia Nomor 3569) ;



2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

N011101'41, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang N011101'34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia. Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Noma!" 4048) ;

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang - Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4033);

6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten

Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 N011101'25, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4268);

7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia N01110r 4286);

8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 2004

Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

11. Unclang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

4421);



12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undan~ Nomor J 2

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

13. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomoi- 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor

90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pernerintah Nornor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tarnbahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450}) ;



20. Peraturuu Pernerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daeruh

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

21. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan

(Lcrnburan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

22. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

4576) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 139, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nornor 4577) ;
~

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuarigan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Pcnerapan Standar Pelayanan Minimal -(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 4585) ;

26. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614) ;

27. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi,. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Isarat Tahun 2008 Nomor 1 seri D) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pokok Pokok Pengelolaan Keunngnn Deere): (Lemberen Daerah Tehut:

2008 Nomor 1 seri E) ;



_) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah

Retribusi Daerah sejumlah
11:_ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejurnlah

Rp_
Rp.
Rp.
Rp.

1,732,000,000.00
4,622,344,124.00

700,000,000.00
12,366,691,876.00

Dengan Persetujuan Bersama

DEW AN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH

KAB UPATEN BANGKA BARA T

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAI-I KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009

Pasall

_~ Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah

Surplus / ( Defisit )

RpJ 60,894,204,173 .00
Rp.515, 745,84 7,955.40

(Rp.154,851,643,782.40)

3_ Pernbiayaan Daerah :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :

Rp.160,404,143,782.40
Rp. 5,552,500,000.00

Rp. I54,851 ,643,782.40

Rp. 0.00

Pasal2

() Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 terdiri dari :
a, Pendapatan Asli Daerah berjurnlah
b. Dana Perirnbangan sejurnlah
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejurnlah

Rp. 19,421,036~000.00
Rp.327,009, 709,665.00
Rp. 14,463,458,508.00

~j. ana Perirnbangan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) huruf b terdiri dari
jeais pendapatan :
a Dana bagi hasil sejumlah Rp. 67,755,508,665.00

Dana alokasi lIIl111l11 sejumlah Rp.219,252,20 I ,000.00
Dana alokasi khusus sejurnlah Rp. 40,002,000,000.00

( _ - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf c
erdiri dari jenis pendapatan :

.L Hibah sejumlah Rp. 0.00
Dana darurat sejurnlah Rp. 0.00
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pernerintah Daerah lainnya Rp. 14,263,458,508.00
sej mlah

=- Dana peayesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0.00
"" &nruan Keuangan dari Piovinsi atau dari Pemerinrah Daerah Rp. 200,000,000.00

- _ sejumlah



Pasal3

--'""~.F'Daerah sebagaimana diatur dalarn Pasal j terdiri dari :
Be anja tidak langsung sejumlah
Be anja langsung sejumlah

Rp.175,657,50 I,869.72
Rp.340,088,346,085.68

:Je!.3Dja tidak langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari
. . belanja :
a, Belanja pegawai sejumlah
:'. Belanja bunga sejurnlah

Belanja subsidi sejumlah
Belanja hibah sejurnlah

e. Belanja bantuan sosial sejurnlah
i. Belanja bagi hasil sejurnlah
_ Belanja bantuan keuaugau sejurnlah
h. Belanja tidak terduga sejurnlah

Bclanja langsung sebagairnana dimaksud pad a ayat (I) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah
b. Belanja barang dan jasa sejumlah
c. Belanja modal sejurnlah

Pasal4

() Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari :
a. Penerimaan sejurnlah
b. Pengeluaran sejurnlah

(_) Penerimaan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari
jenis pernbiayaan :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(SiLPA) sejurnlah
b. Pencairan dana cadangan sejumlah
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
e. Penerirnaan kembali pernberian pinjaman sejumlah
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
g. Penerimaan Kontijensi

j) Pengeluaran sebagairnana dirnuksud pada ayat (1) huruf'b terdiri dari
jenis pernbiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejurnlah

Pembayaran pokok utangsej urnlah
d. Pernberian pinjaman daerah sejurnlah
e. Pengeluaran hutang Kontijensi

Rp.136,940,980,532.72
Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp. 5,139,250,000.00
Rp. 14,135,850,000.00
Rp. 610,533,138.00
Rp. 16,211,230,425.00
Rp. 2,619,657,774.00

Rp. 36,261,334,250.00
Rp. 76,610,484,500.00
Rp.227,216,527,335.68

Rp. 160,404, 143,782.40
Rp. 5,552,500,000.00

Rp.158,854,143,782.40

Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp. 1,550,000,000.00

Rp. ~ 0.00
Rp. 4,002,500,000.00
Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp. 1,550,000,000.00



T,

PasalS

raian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn
?-" ~ 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

aerah ini, terdiri dari :

, piran V

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Ringkasan Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pernerintahan Daerah dan Organisasi;

~
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rnenurut Urusan
Pernerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan;

Rekapitulasi Belanja rnenurut urusan Pernerintahan Daerah, Organ isasi,
Program clan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Larnpiran I

Lampiran II

arnpiran III

Lampiran IV

Lampiran VI
:....ampiran VII

Rekapitulasi Daftar JUl111ah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;

Rekapitulasi Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Bclum
Diselesaikan dan Dianggarkan Kernbali Dalarn Tahun Anggaran Ini;

Rekapitulasi Daftar Pinjaman Daerah;Lampiran VIII

Pasal 6

3~:[ rnenetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
:---~£a' andasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal7

?et<:::.1.rafl Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkari.

_.!. =.,:::: se .ap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iru
,ja=-~~ penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal l~ Januari 2009

H. PARHAN ALl

AERAH
j::a...:::.;..;.;.l;..~Jt;~"".Jt:••, HAl GKA BARAT,

'PATEN BANGKA BARATTAHUN 2009 NOMOR t SERI A


